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Abstrak

Pranata Wijaya/222015033M/Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib
Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi
Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Pertamina (Persero)
Marketing Operation Region Il Palembang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh sosialisasi
perpajakan, sikap wajib pajak, dan pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan
pajak dengan studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di PT. Pertamina
(Persero) Marketing Operation Region Il Palembang. Data yang digunakan adalah
data primer berupa kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pegawai yang menjadi wajib pajak orang pribadi di lingkungan PT. Pertamina
(Persero) Marketing Operation Region Il Palembang sebanyak 348 orang. Karena
jumlah populasi yang besar serta efisiensi waktu dan biaya sehingga pengambilan
sampel dari populasi dilakukan secara acak pada strata yang ada di dalam populasi
karena anggota populasi dianggap homogen, sehingga sampel penelitian terdiri
dari 50 (lima puluh) orang responden. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode statistik yang digunakan untuk
menguji hipotesis penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan pajak, sementara sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, Pelaksanaan Sanksi
Denda, Kepatuhan Pajak
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu
kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Karena pajak berupa pungutan yang
nantinya akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Ketentuan
Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun
2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kesadaraan wajib pajak atas fungsi
perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Muliari dan Setiawan, 2011). Sosialisasi perpajakan
adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah
pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui
tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan dan tata cara perpajakan
melalui metode-metode yang tepat (Megantara, 2017).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan
memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari
banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar
memahami arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat
mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Bukan

hanya itu saja, dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib



I

pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya,
denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pengertian pajak bagi negara dan wajib
pajak (Andriani dan Eva, 2015).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang
oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Prabowo 2015).
Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Megantara, 2017).

Sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda. Sikap
wajib pajak terhadap otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap
kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (Harefa, 2013).

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting
bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Paham
wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem self assessment berjalan
sesuai tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat
yang masih rendah, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa
itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan
masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan yang belaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga
akan tercermin dari banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak

melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk



kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib
pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman
mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Andriani dan Eva, 2015).

Sikap wajib pajak sangat menentukan tindakan atau keputusan yang
diambil oleh wajib pajak, baik melaui pelayanan maupun melalui apa yang
dirasakan dan dialami oleh wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perpajakan menyangkut dua hal, yaitu
kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak dalam
menjalankan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik dan
menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh
pemerintahan (Aruan, Edy dan Ni, 2017).

Sikap wajib pajak merupakan wajib pajak yang sudah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu
yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Lebih lanjut kepatuhan
pajak bagi dibagi menjadi dua, yaitu: kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak
material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang
sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT masa maupun
Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai

dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah



suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan
material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pada dasar pelaksanaan sanksi denda adalah untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak yang taat dan memahami akan pentingnya bagi wajib pajak
memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui hukum baik sengaja
ataupun tidak sengaja, menurut (winerungan, 2013) menyatakan sanksi
perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau bisa
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan, pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan
menjadi penting karena pemerintah indonesia memilih menerapkan self
assessment system dalam rangka pelaksanaan pungkutan pajak.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah.
Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama ini, yaitu
pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat
menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang
selama ini belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau
ditingkatkan. Ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakn adalah dengan
memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang

diharapkan dapat meningkatkan ketidakpatuhan perpajakan, contohnya program



amnesti pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
menghimpun penerimaan pajak sebanyak-banyaknya merupakan visi dari
Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut akan dicapai jika masyarakat khususnya
Wajib Pajak yang sudah terdaftar, dapat melaksanakan pelaporan dan penyetoran
yang merupakan kewajiban dari Wajib Pajak itu sendiri. Semakin Wajib Pajak
mengerti akan manfaat serta fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan semakin
tergugat untuk melakukan kewajiban perpajakan. Makan diperlukan suatu cara
yang dapat mengkomunikasikan maksud dari pemerintahan sebagai pemungutan
pajak dengan masyarakat khususnya Wajib Pajak sebagai pihak yang dipungut
membayar pajak. Cara yang dimaksud yaitu dengan melakukan sosialisasi
perpajakan. Melalui sosialisasi perpajakan akan terjadi satu pendekatan dari
pemungutan pajak dengan pihak yang dipungut. Berbagai informasi mengenai
perpajakan disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan begitu pertanyaan mengenai
pajak akan terjawab. Jika Wajib Pajak sudah mengerti akan manfaat dan fungsi
pajak, maka Wajib Pajak akan sukarela melakukan pelaporan dan penyetoran
perpajakan. Dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
Cara sosialisasi perpajakan ini didukung oleh polling center yang telah
dipresentasikan hasilnya dalam rapim tanggal 26 April 2007, yang berisikan
bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat diperlukan
(Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE - 22/PJ/2007 tentang

Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masayakat) (Putri dan Dudi, 2014).



Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks
kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha
untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi
kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan (Winerungan, 2013). Direkotrat
Jenderal Pajak juga harus bisa menggandeng sejumlah pihak mulai dari tokoh
masyarakat hingga pemerintah daerah tujuannya untuk menyadari orang-orang
yang sudah sepatutnya menjadi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah
kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan
yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,
peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun
administrative (Putri dan Dudi, 2014).

Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak melakukan program-
program yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak. Program tersebut ialah
program ekstensifikasi dan intensifikasi. Dalam mewujudkan program-program
ini, Direktorat Jenderal Pajak dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tiap
daerah dengan cara melakukan sosialisasi yang dilakukan baik di KPP maupun di
instansi-instansi, salah satunya adalah PT. Pertamina (Persero) Marketing
Operation Region (MOR) Il Palembang.

PT. Pertamina (Persero) menjadi perusahaan yang dibutuhkan adanya
inovasi yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan perusahaan. PT. Pertamina
(Persero) telah melwati beberapa proses sejarah yang panjang dalam perjalananya

untuk menjadi perusahaan besar. Berikut sejarah PT. Pertamina (Persero) yang



dimulai dari masa kemerdekaan, integritas pengelolahan minyak dan gas
(MIGAS), tonggak MIGAS Indonesia, dinamika MIGAS Indonesia dan sampai
dengan masa transformasi yang dialami PT Pertamina (Persero).

Awal mula PT. Pertamina ada tahun 1950-an, ketika penyelenggaraan
negara mulai berjalan dengan normal seusai perang mempertahankan
kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mengiventarisasi sumber-
sumber pendapatan negara, diantaranya dari minyak dan gas. Pada tahun 1960-an,
PT. Permina (Persero) distrukturisasi menjadi PN Permina sebagai tindak lanjut
dari kebijakan pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan ekplorasi minyak
dan gas Indonesia adalah negara. Melalui satu peraturan pemerintah yang
dikeluarkan presiden pada 20 Agustus 1968 PN PERTAMIN yang bergerak
dibidang guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat
terbatas. Pemasaran produk PT. Pertamina (Persero) di Sumatera Selatan
dilakukan oleh PT. Petamina Marketing Operation Region Il yang memasarkan
produk-produk berupa BBM (Bahan Bakar Minyak), BBK (Bahan Bakar
Khusus), dan NonBBM.

Pekerja merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) vyang
melaporkan dan menyetorkan sebagian hartanya pada negara melalui pemotongan
gaji secara berkala. Tetapi belum semua pekerja di PT. Pertamina (Persero) MOR
Il Palembang melakukan pelaporan pajak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa
sikap Wajib Pajak yang belum patuh secara keseluruhan terhadap pelaporan dan
apatis terhadap sanksi yang akan diberikan jika tidak patuh. Data tersebut dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di Pertamina MOR |1 Palembang

Bagian / Fungsi Jumlah Wajib | Jumlah Wajib | Jumlah Wajib
Pajak Orang Pajak Orang Pajak Orang
Pribadi yang Pribadi yang Pribadi yang
Terdaftar Melaporkan Tidak
Melaporkan
General Manager 2 2 -
(GM)
Retail 24 24 -
Human Resources 30 30 -
(HR)
Domgas 40 29 11
Teknik 20 18 2
Keuangan 28 28 -
Asset 25 25 -
Health Safety 40 31 9
Security
Environment
(HSSE)
Information and 32 32 -
Technology
(IM)
Pelumas 20 18 2
Medical 15 15 -
Driver 38 38 -
Housekeeping 34 34 -
Total 348 324 24

Sumber: PT. Pertamina (Persero) MOR Il Palembang, 2019
Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Harefa (2013), berjudul
Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan
Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empris Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Senen).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh sikap
wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap

otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan pada



kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi di KPP Jakarta, kota Senen Sub Bungur Primer di Jakarta Pusat, pada
akhir 2010, ada 1.883 wajib pajak OP adalah OP pembayar pajak efektif. Tidak
semua wajib pajak secara efektif OP adalah objek penelitian ini karena jumlahnya
sangat besar dan efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu melakukan sampling.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling proporsional.
Jumlah sampel ditentukan 112 orang. Metode pengumpulan data primer yang
digunakan adalah metode kuesioner (angket). Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis secara
keseluruhan dalam penelitian ini didasarkan pada teori pencegahan dan teori
pembelajaran sosial (teori belajar sosial). Data dianalisis menggunakan
penampang model regresi dengan program SPSS 21 software pada tingkat
signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 0,05 sikap
tingkat wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan
layanan otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak,
sedangkan sikap wajib pajak terhadap perpajakan kesadaran efek positif secara
signifikan pada kepatuhan pajak.

Dengan penjelasan dari penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan
hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Kota Palembang ini, sosialisasi perpajakan masih sangat kurang
sehingga masyarakat belum banyak yang memahami akan arti pentingnya

membayar pajak, yang menyebabkan masyarakat belum patuh untuk membayar



10

dan melaporkan pajak. Serta belum banyak yang memahami akan dikenakannya
denda atau sanksi jika tidak patuh pada pajak. Berdasarkan Latar Belakang
masalah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Sosilalisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Denda
Terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Studi Empiris

Wajib Pajak Orang Pribadi di Pertamina MOR II Palembang)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang diuraikan di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa besar sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak?
2. Seberapa besar sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Seberapa besar pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak?
4. Seberapa besar sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak dan pelaksanaan

sanksi denda berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui berapa besar sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui berapa besar sikap wajib pajak memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan pajak.
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3. Untuk mengetahui berapa besar pelaksanaan sanksi denda memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak
sebagai berikut:
1. Bagi penulis
Dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan,
menambah pengalaman, memperluas dan pengetahuan bagi penulis
terutama dalam mengetahui peran wajib pajak.

2. Bagi perusahaan
Dapat memberikan kontribusi, masukan dan bahan pemikiran yang

bermanfaat bagi perusahaan mengenai pemecahan masalah
3. Bagi almamater
Sebagai sumber informasi dan pertimbangan penting bagi perusahaan serta

menjadikan referensi penelitian selanjutnya.
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